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2021, Bappebti Perketat Perdagangan
Berjangka Komoditi Tanpa Izin

NERACA

Jakarta - Tahun 2021
ini, Badan Pengawas Per-
dagangan Berjangka Ko-
maoditi (Bappebti} Kemen-
terian Perdagangan (Ke-
mendag) memblokir 68
domain situs entitas di bi-
dang perdagangan ber-
jangkakomoditi yangtidak
memiliki perizinan dari
Bappebt. Pemblokiran ini
bekerja sama dengan Ke
menterian Komunikasi
dan Informatika serta peru
sahaan tempat pendafta
ran nama domain di Indo-
nesia. Pada 2020, Bappebti
telah memblokir sebanyak
1911 domain situs.

“Tahun 2021, Bappebti
akan semakin meningkat-
kan pengamatan dan pen-
gawasanterhadapaktivitas
di bidang perdagangan
berjangka komoditi yang
tidak memiliki perizinan
dari Bappebti. Hal ini ber-
tujuan melindungi masya-
rakat dari investasi perda-
ganganberjangkakomodi-
ti tak berizin yang ber-
potensi merugikan, serta
memberi kepastian hu-
kum terhadap masyarakat
danpelakuusahadibidang
perdagangan berjangka
komoditi," ujar Kepala Ba-
ppebti, Sidharta Utama.

Lebih lanjut, Sidharta
menegaskan, domainsitus
yang diblokir pada Januari
2021 ini masih didominasi
oleh situs-situs internet pi-
alang berjangka dari luar
negeri. Penting diketahui,
meskipun mengaku me-
miliki legalitas dari regula-
tor luar negeri, namun se-
tiap pihak yang berkedu-
dukanhukumdilndonesia
dan/atau di luar negeri
yang belum memperoleh
izinusahadari Bappebtidi-
larang melakukan kegi-
atan usaha Perdagangan
Berjangka.

Misalnya, melalui atau
iklan, pelatihan, dan perte-
muan mengenai perda-

gangan berjangka di Indo-
nesia.

Kepala Biro Peraturan
Perundang-undangan
dan Penindakan Bappebti,
M. Syist pun menjelaskan,
Bappebtimelakukan pem-
batasan agar situs-situs in-
ternet tersebut tidak dapat
diakses di Indonesia. Pi-
alang berjangka ini bi-
asanya menggunakan in-
troducing broker sebagai
perwakilan di Indonesia.

“Mereka dengan per-
cayadirimenawarkan kon-
trak berjangka komoditi,
forex, dan index di Indo-
nesia dengan dalih telah
mendapat legalitas dari
regulator dimana perusa-
haan tersebut berasal.
Tentuinimelanggarketen-
tuan peraturan perun~
dang-undangan yang ber-
laku di Indonesia dan
berpotensimerugikan ma-
syarakat;” imbuh Syist.

Syist menambahkan,
selaindomainsituspialang
berjangka luar negeri, ter-
dapat juga domain situs
dari entitas yang melaku-
kan kegiatan opsibiner (bi-
nary option).

Berdasarkan Undang-
UndangNo. 10 Tahun 2011
tentang Perubahan Un-
dang-undang No. 32 Ta-
hun 1997 tentang Perda-
gangan Berjangka Komo-
diti, opsi merupakan kon-
trakyangmemberikan hak
kepada pembeli untuk
membeli atau menjual
kontrak berjangka atau ko-
moditi tertentu pada ting-
kat harga, jumlah, dan
jangkawaktu tertentu yang
telah ditetapkan terlebih
dahulu dengan membayar
sejumlah premi.

Opsi dalam konteks
yang ditawarkan oleh bro-
ker kepada trader/investor
melalui opsi biner hanya
sebatas memilih prediksi
harga naik atau harga tu-
run. Hal ini didasarkan pa-
da periode waktu tertentu
untuk mendapatkan profit

atau sebaliknya trader/in-
vestor mengalami keru-
gian. Sehinggamekanisme
yangdilakukanmelaluiop-
si biner tersebut tidak se-
suai dengan ketentuan
peraturan perundang-un-
dangan di bidang perda-
ganganberjangkakomodi-
ti yang berlaku di Indo-
nesia.

“Mengingat opsi biner
yang beredar di tengah
masyarakat saat ini tidak
menmiliki legalitas dari reg-
ulator di Indonesia, maka
apabila terjadi perselisi-
han (dispute) antara na-
sabah dengan penyedia
aplikasi opsi biner, Ba-
ppebti selaku regulator di
bidang perdagangan ber-
jangka tidak dapat mem-
fasilitasi nasabah saat me-
diasi,’ jelas Syist.

Selain itu, lanjut Syist,
penyedia aplikasi opsi bin-
er tersebut tidak memilild
kantor perwakilan di Indo-
nesia. Jadi, apabila masya-
rakat merasa dirugikan,
tidak ada pihak yang dap-
at diminta untuk bertang-
gung jawab. Keberadaan
nya di luar negeri juga
belum tentu dapat dipas-
tikan legalitasnya dan me-
merlukan biaya yang tidak
sedikit dalam penyelesa-
ian perselisihan antara
nasabah dengan penyedia
aplikasi opsi biner.

Sebelum memutuskan
untukberinvestasi, masya-
rakat diharapkan agar se-
lalu mempelajari tentang
latar belakang perusaha-
an, tata cara transaksi dan
penyelesaian perselisihan,
dan kontrak berjangka ko-
moditi yang ditawarkan.,

Masyarakat yang akan
berinvestasi di bidang per-
dagangan berjangka ko-
moditi juga harus terlebih
dahulu harus mengetahui
wakil pialang berjangka
yang mendapat izin dari
Bappebti, dokumen per-
janjian dan resiko yang di-
hadapi, @iwan/gro
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